
BUPATI GARUT 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI GARUT 

NOMOR 151 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG 

RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                                 

TAHUN 2019-2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN  YANG MAHA ESA 

BUPATI GARUT, 

Menimbang  : a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan 
Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2019 tentang 

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Tahun 2019-2024; 

b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah                    

Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1                 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka 

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut 

Nomor 49 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis                    

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2019-2024;  

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan  

Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 2851); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti            
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004   Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus            
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6485); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                    

Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan                      
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020                  
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6042);   

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang   
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                       

Nomor 6323);   

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8              

Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia             

Tahun 2017 Nomor 1312); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah   Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4); 

 



4 

 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut              
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut                

Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah           
Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6                  
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia 

Nomor 1); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut 

(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah                   

Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah         
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah   

Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut 

Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut              

Tahun 2021 Nomor 5); 

21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut                 

Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan   
Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut 

(Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 49 TAHUN 2019 

TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA 

DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2019-2024. 
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Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2019 tentang 
Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2019-2024 (Berita 

Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 49) diubah, sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.  

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. 

Ditetapkan di Garut 

pada tanggal 24 - 11 - 2021 

 B U P A T I  G A R U T, 

t t d 

  RUDY GUNAWAN 

Diundangkan di Garut 

pada tanggal 24 - 11 - 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, 

t t d  

                N U R D I N   Y A N A 

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT 
TAHUN 2021 NOMOR 151 
 

 



 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi merupakan 

perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa Keadilan Sosial bagi Seluruh 

Rakyat Indonesia dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 

28 ayat (2) menyatakan bahwa: “Setiap warga negara berhak atas 

penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.” 

Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan 

manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur dan 

merata baik materil maupun spirituil. Tujuan pembangunan 
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ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Undang -Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, antara lain: 

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara 

optimal dan manusiawi; 

2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan 

tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan 

nasional dan daerah; 

3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam 

mewujudkan kesejahteraan; 

4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 

Kemudian adanya perubahan kebijakan nasional terutama terkait 

Undang-Undang Cipta Kerja yang diatur dalam Undang - Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 dijelaskan mengenai ketenagakerjaan 

khususnya cipta kerja yang merupakan upaya penciptaan kerja 

melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi 

dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem 

investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat 

dan percepatan proyek strategis nasional. Tujuan cipta kerja ini antara 

lain untuk: 

1. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja sebagai upaya 

untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-

luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan 

kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional; 

2. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta 

mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 

hubungan kerja; 
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3. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang 

berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan 

perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri 

nasional; dan 

4. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang 

berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, 

kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang 

berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan 

pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan 

berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.   

 

  Selanjutnya pembangunan transmigrasi sebagaimana 

diamanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang 

Ketransmigrasian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

transmigran, meningkatkan pemerataan pembangunan daerah dan 

memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan sasaran 

transmigrasi yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan 

produktivitas, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi 

masyarakat. 

Tantangan dan permasalahan pembangunan bidang tenaga kerja 

dan transmigrasi  makin bertambah berat, kompleks, dan bahkan 

terkadang tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan bidang tenaga 

kerja dan transmigrasi dilaksanakan dengan memperhatikan 

dinamika perkembangan permasalahan ketenagakerjaan, 

kependudukan, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, dengan semangat kemitraan, kerja sama 

lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat. 
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Untuk mewujudkan tujuan pembangunan bidang tenaga kerja dan 

transmigrasi sebagaimana kondisi yang dijelaskan diatas dipengaruhi 

oleh adanya perubahan kebijakan nasional berupa peraturan 

perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-

hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan 

pemerintah daerah. 

 Selain itu, terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi Covid-

19 yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional serta adanya 

kebijakan nasional terkait pandemi Covid-19, maka perlu disusun 

Rencana Strategis Perubahan (Renstra Perubahan) Dinas Tenaga kerja 

dan Transmigrasi  Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Perencanaan 

Strategis (Renstra Perubahan) merupakan proses yang berorientasi 

pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun secara 

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, 

peluang dan kendala yang ada atau dimungkinkan akan terjadi. 

Fungsi Perencanaan Strategis (Renstra Perubahan) dalam 

penyelenggaraan pembangunan daerah, yaitu:  

1. Sebagai instrumen untuk mendukung pencapaian sasaran 

pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang 

dalam RPJMD Perubahan. 

2.  Sebagai acuan SKPD dalam pencapaian sasaran strategis dalam 

jangka waktu 5 tahun sebagaimana tertuang dalam sasaran 

tahunan Renstra Perubahan. 

3. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) 

SKPD. 

 

I - 4 



 

 

 
 

Renstra Perubahan Disnakertrans Kabupaten Garut Tahun 2019-2024  

 

Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 merupakan dokumen 

perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program 

pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang akan 

dilaksanakan untuk kurun waktu Tahun 2021-2024, dengan 

penekanan pada pencapaian sasaran visi misi Pemerintah Kabupaten 

Garut dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang tenaga kerja. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan 

Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Garut sebagai salah satu Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Garut berkewajiban untuk menyusun 

dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis 

Perubahan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, 

program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat 

indikatif. 

Perencanaan Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Garut merupakan proses penyusunan Rencana Strategis 

Perubahan SPKD di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang 

berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 

tahun dengan memperhitungkan potensi yang ada baik sumber daya 

manusia maupun sarana prasarana, kekuatan, kelemahan, peluang, 

dan tantangan yang dihadapi sehingga diharapkan mampu menjawab 

tuntutan perkembangan situasi dan kondisi.  
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Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi disusun 

untuk jangka waktu 5 tahun (2019-2024) yang akan 

diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut. 

Kedudukan Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 terhadap dokumen 

perencanaan pembangunan lainnya adalah: 

1.   Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran 

visi, misi dan program RPJMD Perubahan Kabupaten Garut 

Tahun 2019-2024 ke dalam strategi pembangunan sesuai 

tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Garut. 

2.   Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 menjadi pedoman 

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Garut serta penganggaran Tahun 

2021- 2024. 

 

1.2 Landasan Hukum 

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Perubahan 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan  Kabupaten Subang 
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dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman 

yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004   

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
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2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman 

yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4410); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                        

Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4723); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

11. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman 

yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6485); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6042);   

13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5103); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             Nomor 

6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);   

17. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap 

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang 
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Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 184); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 

tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah   

Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 
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2011-2031 (Lembaran Daerah  Kabupaten Garut Tahun 2011 

Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut 

Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut 

Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Garut Indonesia Nomor 1); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut 

(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 

2016 Nomor 9); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah   

Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
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Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut                         

Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 

2021 Nomor 5); 

27. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 

Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 

2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat 

Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 

2019 Nomor 139); 

28. Peraturan Bupati Garut Nomor 83 Tahun 2020 tentang Tugas, 

Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 

Nomor 83). 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Garut  yaitu : 

1. Menjabarkann visi dan misi Kabupaten Garut Tahun 2019-

2024. 

2. Tersedianya arah kebijakan dan strategi pembangunan 

ketenagakerjaan dan transmigrasi selama kurun waktu tahun 

2019-2024. 
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3. Tersedianya pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut dalam kurun 

waktu 2019-2024. 

4. Terwujudnya gambaran tujuan, strategi, kebijakan dan 

program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Garut dalam kurun waktu 2019-2024 sebagai perwujudan 

tugas pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian. 

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perubahan Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut adalah: 

1. Sebagai penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah 2019-2024 dalam pembangunan bidang 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 

2. Memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian melalui penetapan visi, 

misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program dalam kurun 

waktu Tahun 2019-2024. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024  terdiri dari 8 

(delapan) Bab yang meliputi: 

BAB I PENDAHULUAN 

 1.1  Latar Belakang 

 1.2 Landasan Hukum 

 1.3 Maksud dan Tujuan 

 1.4 Sistematika Penulisan 
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BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga 

Kerja  dan Transmigrasi Kabupaten Garut 

2.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Garut 

2.3  Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Garut 

2.4  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Garut 

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH 

 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Garut 

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Garut Tahun 2019 -2024 

3.3 Telaahan Renstra Perubahan Kementrian Tenaga Kerja 

dan Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Barat 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis 

3.5  Penentuan Isu-isu Strategis 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
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BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

BAB VIII PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN  

PERANGKAT DAERAH 

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut. 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 83 Tahun 2020 

Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Garut. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Garut merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah 

yang dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah, 

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah 

berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dalam urusan 

tenaga kerja dan transmigrasi. 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Garut mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang ketenagakerjaan 

dan transmigrasi. 

2. Penyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.  

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan 

dan transmigrasi. 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Garut  sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Bupati Garut Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata 

Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut, pada 

pasal 3 ayat (1), Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, 

merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, 

melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan urusan 

pemerintahan daerah bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi 

Kesekretariatan, Pemberdayaan dan Pengembangan Transmigrasi dan 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perlindungan Hubungan Industrial dan 

Jamsostek serta UPTD. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala 

Dinas mempunyai fungsi : 

a. Perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis 

operasional bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai 

dengan kebijakan nasional dan provinsi serta kebijakan 

umum daerah; 

b. Pembinaan, pengendaliandan fasilitas pelaksanaan tugas 

kesektrariatan, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, 

meliputi kesekretariatan, penempatan tenaga kerja dan 

transmigrasi, produktivitas dan kompetensi kerja, hubungan 

industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta UPTD;  

c. Penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya aparatur, 

keuangan, sarana dan prasarana dinas; 

d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam rangka 

pelaksanaan tugasnya;dan 
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e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian 

kinerja dinas. 

 

Adapun rincian tugas Kepala Dinas sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Bupati Garut Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, 

dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Garut, adalah sebagai berikut : 

a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dinas yang 

meliputi kesekretariatan, penempatan tenaga kerja dan 

transmigrasi, meliputi kesektariatan, penempatan tenaga 

kerja dan transmigrasi, produktivitas dan kompetensi kerja, 

hubungan indrustrial dan jaminan sosial tenaga kerja, UPTD 

serta jabatan pungsional berdasarkan visi dan misi serta tugas 

dan fungsi dinas; 

b. Menyelenggarakan  perumusan dan penetapan rencana kerja 

yang meliputi kesektariatan, penempatan tenaga kerja dan 

transmigrasi, meliputi kesektariatan, penempatan tenaga 

kerja dan transmigrasi, produktivitas dan kompetensi kerja, 

hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, UPTD 

serta jabatan fungsional berdasarkan kebijakan umum dinas 

dan standar pelayanan minimal; 

c. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan 

penetapan Rencana Strategis Perubahan (Renstra Perubahan), 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), 

penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja 

Tahunan (RKT), Penepatan Kinerja (TAPKIN), Standar 
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Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) dinas 

serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi 

penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban 

(LKPJ) dan laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan 

bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemeritah Daerah (LPPD) 

serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya; 

d. Menyelenggarakan perumusan dan menetapkan kebijakan 

teknis di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, 

meliputi kesekretariatan, penempatan tenaga kerja dan 

transmigrasi, produktivitas tenaga kerja, produktivitas dan 

kompetensi kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial 

tenaga kerja, serta UPT Balai Latihan Kerja (BLK), berdasarkan 

visi dan misi serta tugas dan fungsi dinas; 

e. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, 

monitoring, dan pelaporan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi di 

daerah; 

f. Menyelenggarakan pembentukan dan pengembangan 

kelembagaan bidang  ketenagakerjaan dan ketransmigrasian 

di kabupaten berdasarkan kebijakan pedoman, norma, 

standar, prosedur dan kriteria yang di tetapkan pemerintah; 

g. Menyelenggarakan kebijakan pemerintah dan provinsi serta 

kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan 

pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi; 
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h. Memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, 

mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan 

kebijakan teknis serta tugas dinas; 

i. Menyelenggarakan perumusan rencana 

kebutuhan/pembangunan bidang penempatan tenaga kerja 

dan transmigras, meliputi kesekretariatan, penempatan 

tenaga kerja. 

 

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 

Tahun 2008 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Garut, struktur 

organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut 

terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) 

Subbagian, 3 (tiga) Bidang, dan 12 (duabelas) Seksi serta Unit 

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD Balai Latihan Kerja) dan Kelompok 

Jabatan Fungsional. Adapun struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Garut sebagai  berikut : 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretaris membawahi: 

1) Sub Bagian Umum Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan; 

2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;  

c. Bidang Penempatan Tenaga kerja dan Transmigarasi 

membawahi: 

1) Seksi Transmigrasi; 

2) Seksi Perluasan Kesempatan Tenaga Kerja; 

3) Seksi Penempatan Tenaga Kerja. 

d. Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek, membawahi: 
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1) Seksi Kelembagaan Pengupahan dan Kesejahteraan 

Pekerja; 

2) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 

3) Seksi Persyaratan Kerja dan Sarana Hubungan Industrial. 

e. Bidang Produktivitas dan Kompetensi Kerja 

1) Seksi Pemagangan 

2) Seksi Standarisasi Sertifikasi dan Kompetensi Kerja 

3) Seksi Penguatan Produktifitas 

f. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK), membawahi: 

1) Kasubag TU 

2) Jabatan Fungsional Tertentu (Instruktur) 

 

Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Garut sebagaimana tercantum dalam  Peraturan Daerah 

Kabupaten Garut Nomor  9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten 

Garut  sebagai berikut:  
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Jabatan Fungsional SEKRETARIAT

Sub. Bag Umum, Perenc. 
dan Evaluasi Pelaporan

Sub. Bag. Keuangan 
dan Aset

Bidang 
Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial TK

Seksi  Kelembagaan 
Pengupahan & 

Kesejahteraan Pekerja

Seksi Penyelesaian 
Perselisihan HI

Seksi Persyaratan Kerja  
dan Sarana HI

Bidang  Produktivitas 
dan Kompetensi Kerja

SeksiStandarisasi 
Sertifikasi dan 

Kompetensi Kerja

Seksi Pemagangan

Seksi Penguatan 
Produktivitas

Bidang Penempatan 
Tenaga Kerja & 
TRansmigrasi

Seksi Peempatan 
Tenaga Kerja

Seksi Perluasan 
Kesempatan Kerja

Seksi  Transmigrasi

 UPTD BLK
Garis Komando / Pembinaan
Garis Koordinasi

KEPALA DINAS

 
Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Garut 
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2.2   Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Garut. 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut sebagai 

unsur pelaksana Pemerintah Daerah memiliki sumber daya terdiri dari 

sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana. Adapun 

komposisi pegawai/sumber daya manusia (SDM) per 31 Desember 

2020, sebagai berikut: 

Tabel 2.1.  Komposisi SDM PNS 

No Gol Struktural Fungsional Pelaksana Jumlah 

1 IV 6 1 - 7 

2 III 12 4 17 33 

3 II - 1 3 4 

4 I - - - - 

Jumlah 18 6 20 44 

    

Komposisi pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Garut berdasarkan jabatan Per 31 Desember 2020 sebagai 

berikut: 

Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan 

No Jenis Jabatan Jumlah 

1 Eselon II/b 1 

2 Eselon III/a 1 

3 Eselon III/b 3 

4 Eselon IV/a 12 

5 Eselon IV/b 1 

6 Jabatan Fungsional Tertentu 6 

7 Pelaksana 20 

Jumlah 44 
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Disamping PNS terdapat juga Tenaga Kerja Kontrak  sebagai berikut: 

Tabel 2.3. Komposisi Tenaga Kerja Kontrak 

Pegawai Jumlah Laki-laki Perempuan 

TKK 25 19 6 

Jumlah 25 19 6 

 

Komposisi pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Garut berdasarkan jenis kelamin Per 31 Desember 2020 

sebagai berikut: 

Tabel 2.4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Laki - Laki Perempuan 

PNS 32 12 

TKK 19 6 

 

Komposisi pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Garut berdasarkan pendidikan Per 31 Desember 2020 

sebagai berikut: 

Tabel 2.5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan PNS TKK 

S2 7 - 

S1 22 9 

D3 2 1 

D2 2 - 

SMA 11 15 

SMP - - 

SD - - 

 

Kenaikan pangkat pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Garut dari tahun 2020 sampai 2024 sebagai 

berikut: 
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Tabel 2.6. Kenaikan Pangkat Pegawai dari Tahun 2020 sampai 

Tahun 2024 

No. 
Bulan dan 

Tahun 
Nama 

Kenaikan 

Pangkat 

1. April 2020 Rahany Eka Pratiwi, SP. III/d 

2. 

Oktober 2020 

Ahmad Ramdhani, S.Sos., M.Si IV/a 

3. Ricky Rizky Darajat, SH., M.Si. IV/a 

4. Adang Rohendi, S.IP. III/c 

5. Ahmad Junaedi III/c 

6. 

April 2021 

Arif Rachman, S.Sos. III/d 

7. Ade Sudrajat, S.IP. III/c 

8. Yusep Permana II/c 

9. Deni Mulyadi II/c 

10. 

Oktober 2021 

Asep Syarifudin, SE. III/d 

11. Nurhayati, S.IP. III/c 

12. Ai Nurhayati, S.IP. II/c 

13. Deni Mulyadi II/c 

14. 

April 2022 

Erna Sugiarti, SE., MM. IV/b 

15. Asep Yudi Tahajudin, SH. III/d 

16. Agus Firmansyah, SE. III/d 

17. Nani Jamilah, SKM., M.Si. III/d 

18. Iim Kusnadi, SE. III/d 

19. 
Oktober 2022 

Wahyu Somantri, S.IP. III/c 

20. Arif Farid Wajdi, S.Sos. III/c 

21. 

April 2023 

N. Juliawati, SE. III/d 

22. Yudi Wahyudi, ST., M.Si. III/c 

23. Muslim Setiawan III/a 

24. Oktober 2023 Amin Hendrayana  III/b 

25. Oktober 2024 Achmad Junaedi III/b 

26. 
April 2025 

Rizki Resmiadi, SE. III/b 

27. Sk Septiani, SM. III/b 

 

Pensiunan pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Garut dari tahun 2020 sampai 2024 sebagai berikut: 
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Tabel 2.7. Pensiunan dari Tahun 2020 sampai 2024 

No. Tahun Nama 

1. 

2020 

H. Tedi , S.Sos., M.Sc. 

2. Dudi Maksudi, SE. 

3. Tatang Ridwa, ST. 

4. Ir. Hj. Yeti Sutaryati, M.Si. 

5. 

2021 

Sumpena 

6. Aam Muharam 

7. Sukamto 

8. Rosidin 

9. Drs. H. Entang Surahman, M.Si. 

11. 
2022 

Mulyana 

12. Agus Nurjamil 

13. 

2023 

Ahmad Sholeh 

14. Ahmad Junaedi 

15. Teti Suhaeti, S.IP. 

16. Jujun Kurnia 

17. 2024 Dra. Yanti Siti Maryati 

 

Jabatan Fungsional Instruktur di Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Garut per 31 Desember 2020 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.8. Nama Instruktur dan Jabatan 

No. Nama Instruktur Jabatan 
Kompetensi / 

Jurusan 

1. Agus Nurjamil Instruktur Madya Teknik Pendingin  

2. Ahmad Sholeh Instruktur Penyelia Teknik Otomotif  

3. Aam Muharam Instruktur Penyelia Pertanian 

4. Ahmad Maftuh, ST. Instruktur Ahli Muda Teknik Komputer 

5. Yosep Riksa Ismail, A.Md. Instruktur Terampil Teknik Elektronika  

6. Afriko Yaldi, A.Md. Instruktur Pelaksana Menjahit 
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2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  

Kabupaten Garut 

Dalam mewujudkan good governance, kompetensi dan sikap 

aparatur, sangatlah menentukan sehingga secara organisasi Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut  dituntut untuk 

semakin  profesional  dalam  pelayanan publik sesuai dengan bidang 

tugasnya. Beberapa indikator adanya peningkatan kualitas 

penyelenggaraan pelayanan urusan tenaga kerja dan transmigrasi 

antara lain: 

1. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (IKM). 

2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja melalui penempatan 

dan perluasan kesempatan kerja, baik di dalam hubungan 

kerja maupun di luar hubungan kerja. 

3. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja. 

4. Penerapan peraturan ketenagakerjaan di perusahaan. 

5. Meningkatnya kesejahteraan pekerja, melalui upaya 

penetapan UMK sama dengan KHL dan peningkatan 

kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. 

6. Meningkatnya kerja sama antar daerah (KSAD) dan 

penempatan calon transmigran. 

7. Meningkatnya kesejahteraan transmigran. 

 

Selanjutnya Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi sesuai dengan Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Tahun 2019-2024 dijelaskan pada Tabel 2.9. 

Anggaran dan realisiasi pendanaan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Tahun 2019-2024 dijelaskan pada Tabel 2.10. 
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Tabel 2.9. 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Garut 

No. 

Indikator Kinerja sesuai 

Tugas dan Fungsi 

Perangkat Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

Indikator 

lainnya 

Target Renstra Perngkat 

Daerah Tahun ke- 

Realisasi Capaian 

Tahun ke- 

Rasio Capaian 

pada Tahun ke- 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1 Jumlah Penempatan 

Tenaga Kerja 

      
2,400            2,500                   2,600              7,868              23,633                    3.28         9.45           

2 Jumlah Perluasan 

Kesempatan Kerja 

      
600                 650                       700                 5,040              1,890                      8.40         2.91           

3 Jumlah Pencari Kerja       17,000          22,500                 25,000            23,014           24,078                    1.35         1.07           

4 Jumlah tenaga kerja 

yang terampil 

  
  

    788      830     872   1,666  980   2.11  1.18    

5 Jumlah tenaga kerja 

yang memiliki Sertifikasi 

Kompetensi Kerja 

      

50 60 70 317 560   6.34   9.33    
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6 Jumlah perusahaan yang 

melaksanakan peraturan 

ketenagakerjaan 

      
 

25 

 

100 

 

125 

 

25 

 

136 
  

       

1.00  

       

1.36  
  

7 Prosentase kenaikan 

besaran Upah Minimum 

Kabupaten (UMK) per 

tahun 

      

8.50% 8.75% 9% 9.23% 9.19%   1.09   1.05    

8 Jumlah kepesertaan 

Program Badan 

Penyelenggara Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan 

      

35 75 125 35 135   1.00          1.80    

9 Jumlah Kasus yang 

diselesaikan dengan 

perjanjian bersama 

      

24 30 35 24 26   1.00         0.87         

10 Jumlah calon 

transmigran yang 

terseleksi 

 
    

40 40 50 40 16   1.00         0.40            

11 Nilai Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

      
75 80 85 76 80.7   1.01         1.01            
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Tabel 2.10. 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Garut 

Uraian 
Anggaran pada tahun 

Realisasi anggaran pada tahun 

ke- 

Rasio Capaian 

antara realisasi 

dan anggaran 

tahun ke- 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 

       

605,390,200  

   414,395,000  

418,938,000  

 

597,599,000  

 

400,200,350           

   

0.99                         

 

0.97                                      

Peningkatan Sarana Prasarana 

Aparatur 

            

80,900,000  

              

184,250,000  

        

3,055,000,000  

                     

79,039,200  

            

183,337,000    

                            

0.98  

                                  

1.00    

Peningkatan Disiplin Aparatur 

          

42,500,000  

-                                    

21,800,000  

 

42,349,000           

-                              

1.00         

-  

  

Peningkatan Pengembangan 

sistem pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan 

         

31,937,800  

          

36,799,000  

              

43,100,000  

                     

31,720,800  

               

35,999,000  

                              

0.99  

                                  

0.98  
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Peningkatan Perencanaan 

SKPD 

            

13,475,000  

                                    

-  

                                  

-  

                     

13,475,000  

                                  

-    

                            

1.00      

Peningkatan Kualitas dan 

Produktivitas Tenaga Kerja 

       

372,000,000  

          

181,614,850  

            

911,717,400  

              

371,348,200  

            

181,151,850    

                            

1.00  

                                  

1.00    

Peningkatan Kesempatan Kerja 

      

1,403,613,500  

              

558,229,400  

            

473,534,000  

               

1,397,843,500  

            

558,229,400    

                            

1.00  

                                  

1.00    

Perlindungan dan 

Pengembangan Lembaga 

Ketenagakerjaan 

       

265,000,000  

          

334,000,000  

            

322,000,000  

                   

264,924,000  

            

333,670,000  

                              

1.00  

                                  

1.00  

  

Pengembangan Wilayah 

Transmigrasi 

                                

-  

                

65,546,000  

              

50,000,000  

                                         

-  

               

65,026,000    

  

    

Transmigrasi Lokal 

            

44,000,000  

                

65,546,000  

              

34,345,100  

                     

44,000,000  

               

65,026,000    

                            

1.00  

                                  

0.99    
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2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas   

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut pada tahun 2017 

tumbuh sebesar 4,89% mengalami pelambatan 1,01% dibandingkan 

tahun sebelumnya 5,90%. 

 
Gambar 2.2. Perbandingan LPE Garut, Jawa Barat dan Nasional  

Tahun 2011-2020 

 

Kinerja perekonomian selama periode 2011-2020 mengalami 

pertumbuhan berfluktuatif, pada tahun tahun 2016 tumbuh 5,90% 

diatas rata-rata Jawa Barat (5,66%) dan nasional (5,03%), tetapi pada 

tahun 2017 mengalami perlambatan sebesar 4,91%, dan pada tahun 

2019 kembali meningkat mencapai 5,02% menyamai Nasional sebesar 

5,02%, meskipun masih dibawah Jawa Barat sebesar 5,07 %. Pada 

tahun 2020, sebagai dampak pandemi COVID-19, pertumbuhan 

ekonomi mengalami kontraksi mencapai -1,26%, relatif lebih baik 

dibanding Jawa Barat sebesar -2,44% maupun Nasional sebesar - 

2,19%. 
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Gambar 2.3.  LPE Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2015-

Tahun 2019 

Apabila dikelompokkan berdasarkan kinerjanya, kategori-kategori 

ekonomi di Kabupaten Garut dapat dikelompokkan kedalam dua 

kelompok, yaitu kelompok kategori dengan pertumbuhan diatas rata-

rata (LPE Garut yang merupakan Base Line) dan kelompok kategori 

dengan laju pertumbuhan di bawah rata-rata. Ada beberapa kategori 
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yang menunjukkan kinerja yang positif di tahun 2019 atau tumbuh di 

atas rata-rata meliputi 12 kategori yaitu industri pengolahan (8,93%); 

pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (5,23%); 

konstruksi (7,74%); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor (6,91%); penyediaan akomodasi dan makan minum 

(10,50%); transportasi dan pergudangan (5,03%); jasa keuangan dan 

asuransi (5,54%); real estate (9,24%); jasa perusahaan (7,55%); jasa 

pendidikan (7,09%); Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (7,98%) dan 

jasa lainnya (6,37%). 

Sedangkan lima kategori lainnya tumbuh dibawah rata-rata, yakni 

pertanian, kehutanan, dan perikanan (1,42%); pertambangan dan 

penggalian (0,12%); pengadaan listrik dan gas (4,29%); informasi dan 

komunikasi (3,91%); administrasi pemerintahan, pertahanan dan 

jaminan sosial wajib; serta jasa kesehatan dan kegiatan social (2,60%). 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar 

pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat adanya 

berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah. PDRB 

dihitung dalam dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas 

dasar harga konstan. Secara makro besaran PDRB Kabupaten Garut 

pada tahun 2020 yang diukur atas dasar harga berlaku mengalami 

penurunan dari 5,02% pada tahun 2019 menjadi -1,26% pada tahun 

2020. Keadaan ini menggambarkan penurunan aktivitas ekonomi yang 

signifikan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kabupaten 

Garut.  
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Tabel 2.11. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional 

Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan 

Usaha Kabupaten Garut Tahun 2014-2020 (%) 

Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Pertanian, Kehutanan dan 
Perikanan 

1,87 0,32 4,54 2,32 2,21 1,41 0,55 

2. Pertambangan dan 
Penggalian 

1,21 1,92 0,06 -2,26 -4,05 0,12 -0,69 

3. Industri Pengolahan 6,36 7,90 7,25 5,91 10,1

3 

8,93 -0,46 

4. Pengadaan Listrik dan Gas 6,95 3,36 5,90 2,56 3,95 4,29 -1,21 

5. Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur 
Ulang 

5,01 6,16 6,04 7,11 5,19 5,23 6,42 

6. Konstruksi 5,86 6,67 7,18 7,19 7,55 7,74 -5,58 

7. Perdagangan Besar dan 
Eceran, Reparasi Mobil dan 
Sepeda Motor 

6,15 4,38 5,48 4,83 5,32 6,91 -6,72 

8. Transportasi dan 

Pergudangan 
8,09 9,65 8,70 5,36 5,31 5,03 -3,21 

9. Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum 

5,16 8,52 7,59 8,61 9,04 10,50 -3,05 

10. Informasi dan 
Komunikasi 

15,09 14,1

1 

12,86 11,8

3 

9,65 3,91 23,15 

11. Jasa Keuangan dan 
Asuransi 

8,31 7,86 9,14 4,17 5,25 5,54 0,48 

12. Real Estate 7,67 5,43 6,28 9,21 9,89 9,24 -0,15 

13. Jasa Perusahaan 5,11 8,66 8,81 8,85 11,5

6 

7,55 -13,45 

14. Administrasi 
Pemerintahan, Pertahanan 

dan Jaminan Sosial Wajib 

0,83 5,22 2,42 0,19 2,18 2,60 -1,74 

15. Jasa Pendidikan 12,23 12,3

9 

7,48 10,4

9 

5,90 7,09 4,95 

16. Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 
6,58 15,3

6 

10,15 12,2

3 

7,95 7,98 -5,09 

17. Jasa Lainnya 8,25 9,14 9,27 13,5

5 

7,10 6,37 -2,76 

Laju Pertumbuhan 4,82 4,51 5,90 4,91 4,96 5,02 -1,26 

Sumber : BPS, data diolah 
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Selama periode 2014-2017, struktur perekonomian sebagian 

masyarakat Kabupaten Garut tidak bergeser yaitu tetap pada kategori 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terlihat dari besarnya 

peranannya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Garut. Kondisi 

tersebut dapat dimengerti, karena kegiatan ekonomi sebagian besar 

penduduk di wilayah Kabupaten Garut bermata pencaharian di 

kategori ini serta sebagian besar lahan di wilayah Kabupaten Garut 

digunakan untuk kegiatan di kategori pertanian, kehutanan dan 

perikanan. 

Tabel 2.12. Struktur Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar 

Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Garut 

Tahun 2014 - 2020 (%) 

Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Pertanian, 
Kehutanan dan 

Perikanan 

36,55 35,08 34,63 33,77 32,89 n.a. n.a. 

2. Pertambangan 
dan Penggalian 

2,79 2,73 2,58 2,40 2,19 n.a. n.a. 

3. Industri 

Pengolahan 
7,51 7,76 7,86 7,95 8,34 n.a. n.a. 

4. Pengadaan 
Listrik dan Gas 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 n.a. n.a. 

5. Pengadaan Air, 
Pengelolaan 

Sampah, 
Limbah dan 

Daur Ulang 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 n.a. n.a. 

6. Konstruksi 6,03 6,16 6,23 6,37 6,53 n.a. n.a. 

7. Perdagangan 
Besar dan 

Eceran, 
Reparasi Mobil 

dan Sepeda 
Motor 

21,36 21,34 21,25 21,23 21,30 n.a. n.a. 

8. Transportasi 

dan 
Pergudangan 

3,57 3,74 3,84 3,86 3,87 n.a. n.a. 
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Sumber : BPS, data diolah 

 

Periode tahun 2014 – 2020 struktur ekonomi menurut lapangan 

usaha di Kabupaten Garut proporsi terbesar ada pada sektor 

pertanian, pada tahun 2014 sektor pertanian sebesar 36,55 persen 

dan mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu 32,89 persen atau 

sebesar 3,66 persen, hal tersebut disebabkan karena banyaknya lahan 

yang beralih fungsi dari lahan pertanian menjadi wilayah pemukiman. 

Selain itu sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan 

sepeda motor juga menyumbang peranan yangn cukup besar pada 

tahun 2014 sebesar 21,26 persen walaupun pertumbuhannya tidak 

teralu signifikan.   

9. Penyediaan 
Akomodasi dan 

Makan Minum 

3,37 3,50 3,56 3,68 3,83 n.a. n.a. 

10. Informasi dan 
Komunikasi 

2,40 2,62 2,80 2,98 3,11 n.a. n.a. 

11. Jasa Keuangan 
dan Asuransi 

2,67 2,76 2,84 2,82 2,83 n.a. n.a. 

12. Real Estate 1,75 1,77 1,77 1,85 1,93 n.a. n.a. 

13. Jasa 
Perusahaan 

0,51 0,53 0,54 0,56 0,60 n.a. n.a. 

14. Administrasi 

Pemerintahan, 
Pertahanan 
dan Jaminan 

Sosial Wajib 

3,43 3,45 3,34 3,19 3,11 n.a. n.a. 

15. Jasa 
Pendidikan 

4,22 4,54 4,61 4,85 4,89 n.a. n.a. 

16. Jasa 

Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 

0,64 0,70 0,73 0,78 0,81 n.a. n.a. 

17. Jasa Lainnya 3,08 3,22 3,32 3,59 3,66 n.a. n.a. 

Jumlah 100 100 100 100 100 n.a. n.a. 

PDRB 30.541
,63 

31.919
,06 

33.80
4 

35.464
,91 

37.224,
18 

n.a. n.a. 
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 Angkatan kerja di Kabupaten Garut pada tahun 2019 berjumlah 

1.155.071 orang dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 

menjadi sebesar 1.156.180 orang atau mengalami kenaikan sebesar 

9,60%. Kemudian jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Garut pada 

tahun 2019 sebanyak 1.071.026 orang dan mengalami penurunan 

pada tahun 2020 menjadi sebesar 1.052.573 orang atau mengalami 

penurunan sebesar -1,72%. Berdasarkan data angkatan kerja dan 

penduduk bekerja maka dapat diketahui bahwa 

pengangguran/angkatan kerja yang belum bekerja di Kabupaten 

Garut tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 19.562 dimana 

pengangguran pada tahun 2019 sebanyak 84.045 orang dan pada 

tahun 2020 menjadi sebanyak 103.607 orang.  

Meningkatnya jumlah angkatan kerja di Kabupaten Garut yang 

berbanding balik dengan penduduk bekerja yang menurun merupakan 

tantangan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Kabupaten Garut 

untuk dapat menciptakan angkatan kerja yang memiliki keterampilan 

yang memadai, baik sebagai pekerja/ buruh maupun sebagai pekerja 

mandiri dan pekerja mandiri plus. Menjadi pekerja di perusahaan atau 

berwirausaha masing-masing memiliki tantangan yang unik karena 

bidang garapan yang berbeda. Bekerja di perusahaan lebih 

diutamakan kemampuan hard skill dengan situasi dan kondisi yang 

dihadapi relatif sama setiap hari. Sedangkan untuk menjadi wirausaha 

dibutuhkan kemampuan soft skill karena situasi pekerjaan yang 

memungkinkan seorang wirausaha menghadapi tantangan yang 

berbeda setiap hari. Walaupun tantangan yang dihadapi oleh angkatan 
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kerja agar diserap pasar kerja berbeda-beda, namun bermuara pada 

satu kebutuhan yaitu peningkatan kompetensi tenaga kerja. 

Perubahan jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk 

bekerja yang berbanding terbalik menyebabkan jumlah pengangguran 

yang tinggi di Kabupaten Garut. Kondisi ini menjadi tugas bagi Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut untuk dapat 

menyediakan tenaga kerja yang kompeten dan berkualitas. Selain itu, 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut diharapkan 

memberikan akses para pencari kerja untuk dapat ditempatkan di 

perusahaan sesuai kompetensi, keahlian, dan minat yang dimiliki. 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut sesuai 

tugas dan fungsinya adalah menyediakan akses terhadap upaya 

peningkatan kompetensi tenaga kerja agar angkatan kerja dapat 

memenuhi kebutuhan pasar kerja. Untuk melaksanakan 

pembangunan bidang ketenagakerjaan diprioritaskan pada 

peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja yang dilakukan 

melalui : 

1. Peningkatan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan 

tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal 

serta kewirausahaan. 

2. Peningkatan hubungan industrial yang harmonis melalui 

pemantapan unsur tripartit untuk menciptakan peningkatan 

produktivitas, kualitas dan peningkatan kesejahteraan 

pekerja. 
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Dengan mulai banyaknya berdiri perusahaan/ industri di 

Kabupaten Garut menjadi peluang bagi penyerapan angkatan kerja di 

Kabupaten Garut. Pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi 

kedepan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas  

secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap 

terhadap perubahan.  

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan 

pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Garut diharapkan mampu memberikan 

pelayanan yang berkualitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka kondisi yang diinginkan 

antara lain adalah : 

1. Meningkatnya daya saing tenaga kerja 

2. Perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan Padat Karya 

Sementara dan Tenaga Kerja Mandiri. 

3. Peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri. 

4. Meningkatnya kesejahteraan pekerja/buruh. 

5. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dengan 

mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga hubungan 

industrial Bipartit, Tripartit dan lembaga kesejahteraan 

pekerja. 

6. Meningkatnya kerjasama antarwilayah dalam penempatan  

transmigran. 

7. Peningkatan kesejahteraan transmigran.
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  

PERANGKAT DAERAH 

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Garut 

Kondisi saat ini peningkatan kualitas pelayanan bidang tenaga 

kerja dan transmigrasi perlu terus diupayakan seiring dengan 

perkembangan dan tuntutan perubahan pola kehidupan di 

masyarakat. Hal ini disebabkan adanya beberapa  tantangan  dan 

permasalahan pokok, yang sangat kompleks dan multidimensional. 

Permasalahan tersebut secara umum  dapat  digambarkan sebagai 

berikut: 

1. Kualitas Tenaga Kerja Masih Rendah 

Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk usia kerja menurut 

tingkat pendidikan. Penduduk usia kerja dengan latar belakang 

pendidikan Maksimum SD menduduki peringkat tertinggi dengan 

persentase sebesar 61 persen pada tahun 2014 tetapi mengalami 

penurunan yang cukup drastis pada tahun 2018 yaitu 51,6 

persen. Hal tersebut bisa dilihat dari Angka melanjutkan 

pendidikan. Angka melanjutkan pendidikan adalah persentase 

siswa yang melanjutkan pendidikan setiap tahunnya pada setiap 

jenjang pendidikan. Angka Melanjutkan (AM) dari SD sederajat ke 

SMP sederajat selama periode tahun 2014-2018 mengalami 

peningkatan dari 94,77 persen pada tahun 2014 menjadi 99,79 
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persen pada tahun 2018, sedangkan Angka Melanjutkan (AM) dari 

SMP sederajat ke SMA sederajat mengalami peningkatan dari 

59,72 persen menjadi 86,4 persen.  

Sedangkan untuk kelompok tingkat pendidikan SMTA 

Kejuruan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 

tahun 2014 sebanyak 71.042 orang menjadi 139.377 orang atau 

meningkat sebesar  96,18 persen pada tahun 2018. 

Tabel 3.1. Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan 

Kabupaten Garut Tahun 2014-2020 (Orang) 

Tingkat 

Pendidikan 
2014 2015 2016* 2017 2018 2019 2020 

Maksimum SD 1.056.886 960.179 n.a. 913.062 893.295 974.591 978.768 

SMTP 385.986 432.573 n.a. 416.586 447.070 448.882 463.157 

SMTA Umum 166.830 227.360 n.a. 236.453 236.696 
347.379 373.764 

SMTA Kejuruan 71.042 61.349 n.a. 132.657 139.377 

Diploma 13.150 22.232 n.a. 23.141 24.188 
72.449 76.370 

Universitas 37.673 53.279 n.a. 79.160 82.096 

Jumlah 
1.731.56

7 

1.756.9

72 
n.a. 

1.801.0

59 

1.822.7

22 

1.842.3

01 

1.892.0

59 

Sumber: BPS, Sakernas Agustus Tahun 2014-2020 

2. Tingkat Pengangguran Terbuka yang Tinggi  

Tabel 3.2.  Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Garut 

Tahun 2018 - 2020 

Tahun TPT Garut TPT Provinsi 

2018 7,07% 8,23% 

2019 7,28% 8,04% 

2020 8,96% 10,46% 

 Sumber: BPS, 2020 
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Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Garut pada tahun 2020 

sebesar 8,96% meningkat dari tahun 2019 dengan TPT sebesar 7,28% 

dan dari tahun 2018 dengan TPT sebesar 7,07%. TPT Kabupaten Garut 

dari tahun 2018 sampai tahun 2020 ini masih dibawah TPT Provinsi 

Jawa Barat, akan tetapi walaupun begitu kondisi tersebut 

mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang cukup besar masih 

belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor produksi sebagai 

akibat lapangan pekerjaan yang masih kurang dan tingkat kompetensi 

angkatan kerja yang masih rendah.  

Masih tingginya jumlah penganggur dikarenakan mereka belum 

mempunyai keterampilan dan pengalaman untuk masuk ke pasar 

kerja yang menuntut standar kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia 

kerja. Disamping itu, tingginya jumlah penganggur di berbagai lulusan 

tingkat pendidikan karena tidak seimbangnya ketersediaan lapangan 

kerja yang menjadikan angka pengangguran tidak dapat berkurang 

secara signifikan. 

Angkatan kerja di Kabupaten Garut menurut tingkat pendidikan 

di didominasi oleh tingkat pendidikan SD yakni mencapai 507.345 

orang pada tahun 2020, diikuti oleh tingkat pendidikan SLTA yakni 

mencapai 246.080 orang, selanjutnya tingkat pendidikan SLTP 

mencapai 232.822 orang, tidak lulus SD sebanyak 109.491 orang dan 

tingkat pendidikan Perguruan Tinggi sebanyak 60.442 orang. 

 

 

 

 
III - 3 



 
 

 

 
 

Renstra Perubahan Disnakertrans Kabupaten Garut Tahun 2019-2024  

 

Tabel 3.3. Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan 

Kabupaten Garut Tahun 2014-2020 (Orang) 

Tingkat 

Pendidikan 
2014 2015 2016 * 2017 2018 2019 2020 

Maksimum SD 18.108 9.893 n.a. 8.844 20.071 22.289 30.450 

SMTP 20.979 25.743 n.a. 23.860 15.770 25.311 26.971 

SMTA Umum 29.246 17.456 n.a. 25.053 22.155 

32.272 43.759 SMTA 

Kejuruan 
9.300 7.130 

n.a. 
24.370 19.441 

Diploma 
1.185 

1.941 n.a. 2.540 n.a. 
4.173 2.427 

Universitas 3.598 n.a. 4.444 n.a. 

Jumlah 78.818 65.761 n.a. 89.111 77.437 84.045 103.607 

Sumber: BPS, Sakernas Agustus Tahun 2014-2018 

Keterangan  : (*) BPS tidak melakukan Sakernas hingga 

Kabupaten/Kota. 

Tabel 3.4.  Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Tingkat 

Pendidikan Kabupaten Garut Tahun 2014-2020 (%) 

Tingkat 

Pendidikan 
2014 2015 

2016 

* 
2017 2018 2019 2020 

Maksimum SD 2,88 1,81 n.a. 1,56 3,84 3,62 4,94 

SMTP 12,44 12,62 n.a. 11,32 6,55 10,69 11,58 

SMTA Umum 22,46 11,56 n.a. 15,06 14,58 

13,29 17,78 SMTA 

Kejuruan 
18,23 15,49 

n.a. 
23,57 18,68 

Diploma 
3,51 

10,80 n.a. 17,80 n.a. 
6,95 4,02 

Universitas 7,62 n.a. 6,30 n.a. 

TPT 7,71 6,5 n.a. 7,86 7,07 7,28 8,96 

Sumber: BPS, Agustus, data diolah 

Keterangan : (*) BPS tidak melakukan Sakernas hingga 

Kabupaten/Kota. 

 

Secara ringkas permasalahan yang menjadi isu strategis dalam 

urusan tenaga kerja dan transmigrasi adalah sebagai berikut: 
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Permasalahan Urusan Tenaga Kerja : 

a. Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka. 

b. Rendahnya penyerapan, penempatan dan Kompetensi pencari 

kerja. 

c. Kurangnya Lapangan Kerja dan Kesempatan Kerja. 

d. Rendahnya kualitas, produktivitas dan kompetensi tenaga 

kerja. 

e. Masih adanya perusahaan yang belum melaksanakn 

peraturan ketenagakerjaan termasuk masih adanya 

perusahaan yang belum melaksanakan pembayaran upah 

sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK). 

f. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan tenaga kerja 

melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh pencari kerja. 

 

Isu Strategis Urusan Tenaga Kerja: 

Meningkatkan perluasan, penempatan kerja dan kepesertaan 

BPJS ketenagakerjaan serta kualitas produktifitas tenaga kerja. 

Permasalahan Urusan Transmigrasi: 

a. Terbatasnya keterampilan para transmigran lokal dalam 

mengolah lahan usahanya; 

b. Adanya kesenjangan antara besarnya minat/animo 

masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi dengan 

terbatasnya quota yang tersedia di daerah penempatan. 

Isu Strategis Urusan Transmigrasi: 

a. Peningkatan produktifitas transmigran lokal; 

b. Peningkatan kerjasama antar daerah untuk memperoleh 

peluang, penempatan calon transmigran Kabupaten Garut. 
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3.2  Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Garut Tahun 2019 - 2024 

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, adalah: 

”Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”. Makna yang 

terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

✓ Bertaqwa 

Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung 

nilai nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan 

pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku 

dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat. 

✓ Maju 

Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu 

menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi 

sumberdaya yang dimilki secara optimal untuk membangun 

struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi 

yang bernilai tambah tinggi. 

✓ Sejahtera 

Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas 

dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan 

objek dalam pembangunan yang berkelanjutan. 

 

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap 

memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke 

depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka 

ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut: 
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1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang maju, 

sehat, berbudaya, serta berwawasan ilmu dan teknologi;  

2. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah yang 

berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa 

perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan 

memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber 

daya alam secara berkelanjutan;  

3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan 

sesuai daya dukung dan fungsi ruang;  

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, 

bersih dan berkelanjutan. 

 

Selanjutnya prioritas pembangunan daerah Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah terpilih yang terkait dengan pembangunan 

bidang tenaga kerja dan transmigrasi, antara lain: 

Prioritas 1  : Penurunan Angka Kemiskinan dan Perluasan    

                     Kesempatan Kerja 

Sasaran     : Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran 

Tingkat Pengangguran terbuka 8,96%, target akhir  

tahun 2024 sebesar adalah 6,41% – 6,61% 

Gerakan Besar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ialah : 

Penyerapan Tenaga Kerja 27.000 melalui Sistem Penjaringan, 

Pelatihan, Penempatan dan Pemagangan Tenaga Kerja serta 

Penyebarluasan Kesempatan Kerja melalui program kerja sementara 

sistem padat karya. 
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Kemudian untuk memperkuat Sistem Penjaringan, Pelatihan, 

Penempatan dan Pemagangan Tenaga Kerja serta Penyebarluasan 

Kesempatan Kerja, dilakukan strategi kolabotasi pentahelix dengan 

program Gerakan Tenaga Kerja Berkarya untuk menurunkan angka 

pengangguran di Kabupaten Garut. 

3.3 Telaahan Renstra Perubahan Kementrian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi serta Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Barat 

Pada dasarnya Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kebupaten Garut telah sejalan dengan Renstra 

Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat 

serta Kementerian Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.5. Telaahan Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Propinsi Jawa Barat dengan Renstra Perubahan 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut 

Renstra DISNAKERTRANS PROVINSI 

JAWA BARAT 

Renstra Perubahan DISNAKERTRANS 

KABUPATEN GARUT 

TUJUAN SASARAN TUJUAN SASARAN 

Menciptakan 
tenaga kerja yang 

kompeten, 
produktif dan 
berdaya saing 

sesuai dengan 
perkembangan 

pasar kerja 

Meningkatnya 
kompetensi dan 

produktivitas 
pencari kerja 

Meningkatkan Kualitas 

Tenaga Kerja, 

Produktivitas dan 

Kesempatan Kerja 

 

Meningkatnya 

tenaga kerja 

terdaftar, 

berkualitas dan 

ditempatkan. 

Meningkatnya  

pencari kerja 
terdaftar yang 
Bekerja 

Meningkatkan 

kesejahteraan pekerja, 

perlindungan tenaga 

kerja serta 

mengembangkan sisten 

Hubungan Industrial.  

Meningkatnya 

Kualitas  

Perlindungan  

Tenaga Kerja 

dan Hubungan 

Industrial  

Terciptanya  
Hubungan 

Industrial yang 
Harmonis dan 
lklim 

Ketenagakerjaan 
baik 

Meningkatkan 

Kesejahteraan 

Transmigran. 

Terwujudnya 

Kesejahteraan 

Transmigran 

Meningkatkan Kualitas 

Kinerja dengan 

Mengoptimalkan 

Pelayanan 

Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan Publik 
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3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis. 

Pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi senantiasa 

disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan 

hidup strategis, karena pada dasarnya perkembangan suatu wilayah 

tentu akan diikuti oleh semakin kompleksnya permasalahan 

kemiskinan serta pengangguran dan ketenagakerjaan. 

3.5  Penentuan Isu-isu Strategis. 

Penentuan isu-isu strategis didasarkan kepada permasalahan 

pokok urusan, yaitu: 

1. Urusan Tenaga Kerja 

Meningkatkan perluasan, penempatan kerja dan kepesertaan 

BPJS  ketenagakerjaan serta kualitas produktifitas tenaga 

kerja. 

2. Urusan Transmigrasi 

a. Peningkatan produktifitas transmigran lokal; 

b. Peningkatan kerjasama antar daerah untuk memperoleh 

peluang, penempatan calon transmigran Kabupaten Garut.
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN  

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Garut 

Tujuan  jangka menengah Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi yaitu  hal-hal  yang  akan  dicapai  atau dihasilkan  dalam  

jangka  waktu  1  (satu)  sampai  dengan  5  (lima) tahunan yang 

ditetapkan  dengan  mengacu  kepada  pernyataan visi  dan  misi  serta  

didasarkan  pada  isu-isu  dan  analisis  strategi. Renstra Perubahan 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2019-2024 menetapkan 

tujuan dan sasaran yang dijelaskan pada Tabel 4.1. Adapun empat 

tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan  kualitas tenaga kerja, produktivitas dan 

kesempatan kerja 

2. Meningkatkan kesejahteraan pekerja, perlindungan tenaga kerja 

serta mengembangkan sistem hubungan industrial.  

3. Meningkatkan kesejahteraan transmigran. 

4. Meningkatkan kualitas kinerja dengan mengoptimalkan 

pelayanan 
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Tabel 4.1. 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

NO. TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

SASARAN 

TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN 

PADA TAHUN KE 
Jumlah 

Capaian Akhir 

Tahun 2024 1 2 3 4 5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1.             Meningkatkan Kualitas 
Tenaga Kerja, 

Produktivitas dan 
Kesempatan Kerja 

Meningkatnya 
Tenaga Kerja 

Terdaftar, 
Berkualitas 
dan 

Ditempatkan 
 

Prosentase Tenaga 
Kerja yang kompeten 75% 44% 46% 48% 50% 50% 

Prosentase Pencari 

kerja yang 
ditempatkan 

10% 10,20% 
10,40

% 
10,60% 10,80% 10,80% 

Jumlah Perluasan 

Kesempatan Kerja 
18.774 6.174 13.986 13.986 13.986 51.944 

2. 
  

Meningkatkan 
Kesejahteraan Pekerja, 

Perlindungan Tenaga 
Kerja serta 

Mengembangkan 
Sistem Hubungan 

Industrial 

Meningkatkan 
Kualitas 

Perlindungan 
Tenaga Kerja 

dan 
Hubungan 

Industrial 

Prosentase Kenaikan 
Besaran UMK 

9% 1,46% 1,96% 2,46% 2,96% 2,96% 

Prosentase 

Peningkatan 
Kepesertaan BPJS 

75% 13,9% 
15,56

% 
16,23% 16,72% 16,72% 

Prosentase Kasus 

yang diselesaikan 
dengan Perjanjian 
Bersama 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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3. Meningkatkan 
Kesejahteraan 

Transmigran 

Terwujudnya 
Kesejahteraan 

Transmigran 

Prosentase 
peningkatan 

kesejahteraan 
transmigran 

40% 40% 60% 70% 80% 80% 

4. Meningkatkan kualitas 
kinerja dengan 

mengoptimalkan 
pelayanan 

Meningkatnya 
Kualitas 

Pelayanan 
Publik 

Nilai Indeks 
Kepuasan 

Masyarakat 
82 83 84 85 86 86 
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Sasaran jangka menengah Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi merupakan  hasil  yang  akan  dicapai  secara  nyata  

oleh SKPD  dalam  rumusan  yang  lebih  spesifik,  terukur, dalam  

kurun  waktu  yang  lebih  pendek  dari  tujuan.  Dalam  sasaran 

dirancang  pula  indikator  sasaran.  Yang  dimaksud  dengan indikator  

sasaran  adalah  ukuran  tingkat  keberhasilan  pencapaian sasaran  

untuk  diwujudkan  pada  tahun  bersangkutan.  Setiap indikator  

sasaran  disertai  dengan  rencana  tingkat  capaian (target)  masing-

masing. Sasaran  diupayakan  untuk  dapat  dicapai  dalam  kurun 

waktu  tertentu/tahunan  secara  berkesinambungan  sejalan  dengan 

tujuan  yang  ditetapkan  dalam  rencana  stratejik. Untuk 

menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari 

setiap tujuan tersebut ditetapkan sasaran  dengan indikator sasaran, 

sehingga dapat lebih memudahkan dalam pengukurannya. Sasaran 

Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2019-

2024 adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya tenaga kerja terdaftar, berkualitas dan 

ditempatkan. 

 Indikator Sasaran : 

- Prosentase tenaga kerja yang berkualitas 

- Prosentase pencari kerja yang ditempatkan 

- Jumlah perluasan kesempatan kerja 

2. Meningkatnya Kualitas Perlindungan Tenaga Kerja dan 

Hubungan Industrial  

 Indikator Sasaran: 

- Prosentase Kenaikan Besaran UMK 
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- Prosentase Peningkatan Kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan 

- Prosentase Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian 

Bersama  

3. Terwujudnya Kesejahteraan Transmigran  

 Indikator Sasaran: 

- Prosentase peningkatan taraf hidup transmigran  

4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 

    Indikator Sasaran: 

- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 

Setelah ditetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator sasaran, 

selanjutnya ditetapkan target capaian dari tahun ke-1 sampai tahun 

ke-5 yang dijelaskan pada tabel 4.2.  
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Tabel 4.2. 

Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran 

RPJMD Perubahan 

No. Indikator 

Kondisi Kinerja 
Pada Awal Periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi Kinerja 
Pada Akhir 

Periode RPJMD 

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. Prosentase Tenaga Kerja 

yang kompeten 
42,86% 75% 44% 46% 48% 50% 50% 

2. Prosentase Pencari kerja 
yang ditempatkan 

15,93% 10% 10,20% 10,40% 10,60% 10,80% 10,80% 

3. Jumlah Perluasan 

Kesempatan Kerja 
1.071 18.774 6.174 13.986 13.986 13.986 51.944 

4. Prosentase Kenaikan 

Besaran UMK 
0% 9% 1,46% 1,96% 2,46% 2,96% 2,96% 

5. Prosentase Peningkatan 

Kepesertaan BPJS 
12,22% 75% 13,9% 15,56% 16,23% 16,72% 16,72% 

6. Prosentase Kasus yang 

diselesaikan dengan 

Perjanjian Bersama 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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7. Prosentase peningkatan 

kesejahteraan transmigran 
40% 40% 40% 60% 70% 80% 80% 

8. Nilai Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

82,8 82 83 84 85 86 86 

 

IV
 - 7

 



 
 
 

  
 

 

BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah dirumuskan, 

maka perlu ditindaklanjuti dengan upaya untuk mencapainya melalui 

penyusunan strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan 

merupakan rumusan perencanaan komprehensif yang dapat 

digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi 

dan perbaikan kinerja. 

Adapun untuk mendukung Strategi dan Arah Kebijakan 

Pemerintah daerah Kabupaten Garut, maka Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Garut menyusun strategi dan arah kebijakan Dinas 

sebelum dan setelah perubahan sebagai berikut: 

Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut 

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 

No. Strategi No. 
Arah 

Kebijakan 
No. Strategi No. Arah Kebijakan 

1. Perluasan 

Kesempatan  
Kerja dan 

Peluang  
Usaha 

1. Peningkatan 

kapasitas 
dan 

keterampilan 
angkatan 
kerja  

berbasis 
keahlian 

untuk 
memenuhi 

kebutuhan 
pasar 

1. Peningkatan 

kompetesi 
tenaga kerja 

1. Memberikan 

fasilitasi bagi 
peningkatan 

kompetensi dan 
produktivitas 
tenaga kerja 

untuk mencetak 
tenaga kerja dan 

pekerja mandiri 
yang berdaya 

saing dan 
inovatif 

  2. Pemberian 
Kerja 

Sementara  
Sistem Padat 

Karya (PKS-
PK) 

2. Peningkatan 
penempatan 

tenaga kerja 
dan 

perluasan 
kesempatan 
kerja 

1. Peningkatan 
penempatan 

tenaga kerja dan 
Pemberian Kerja 

Sementara 
Sistem Padat 
Karya 

V - 1 
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  3. Rumah 

Informasi 
Kerja 

3. Meningkatka

n 
perlindungan 

tenaga kerja 
dan 

pemahaman 
pelaku 
industri 

terhadap 
berbagai 

peraturan 
ketenagakerj

aan serta 
penguatan 
lembaga 

ketenagakerj
aan 

1. Pembinaan 

sistem 
hubungan 

industrial secara 
berkelanjutan 

dan peningkatan 
sinergitas secara 
tripartit antara 

pengusaha, 
pekerja dan 

pemerintah 

  4. Peningkatan 

hubungan  
industrial 

yang 
harmonis 

4. Meningkatka

n kerjasama 
antar daerah 

transmigrasi 

1. Mendorong 

penyelenggaraan 
kerjasama antar 

daerah 

  5. Peningkatan 
kemampuan 

bahasa  
asing melalui 

pembanguna
n  

laboratorium 
bahasa 

    

  6. Regulasi 
ketenagakerj

aan 

    

 

Adapun keterkaitan antara tujuan, sasaran dengan strategi dan 

arah kebijakan setelah perubahan dijelaskan pada tabel 5.2. berikut: 
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Tabel 5.2. 

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 

VISI : GARUT YANG BERTAKWA, MAJU DAN SEJAHTERA 

MISI I : Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatkan Kualitas 
Tenaga Kerja, 

Produktivitas dan 
Kesempatan Kerja 

 

Meningkatnya 
Tenaga Kerja 

Terdaftar, 
Berkualitas dan 

Ditempatkan 

 

1. Peningkatan kompetesi tenaga 
kerja 

2. Peningkatan penempatan 
tenaga kerja dan perluasan 

kesempatan kerja 

1. Memberikan fasilitasi bagi peningkatan 
kompetensi dan produktivitas tenaga kerja 

untuk mencetak tenaga kerja dan pekerja 
mandiri yang berdaya saing dan inovatif 

2. Peningkatan penempatan tenaga kerja dan 
Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat 

Karya 

Meningkatkan 

kesejahteraan pekerja, 
perlindungan tenaga kerja 

serta mengembangkan 
sistem hubungan 

industrial 

Meningkatkan 

kualitas 
Perlindungan 

Tenaga Kerja dan 
Hubungan 

Industrial 
 

Meningkatkan perlindungan 

tenaga kerja dan pemahaman 
pelaku industri terhadap berbagai 

peraturan ketenagakerjaan serta 
penguatan lembaga 

ketenagakerjaan 

Pembinaan sistem hubungan industrial secara 

berkelanjutan dan peningkatan sinergitas secara 
tripartit antara pengusaha, pekerja dan pemerintah 

Meningkatkan 

Kesejahteraan 

Transmigran 

Terwujudnya 

Kesejahteraan 

Transmigran 

Meningkatkan kerjasama antar 

daerah transmigrasi 

 Mendorong penyelenggaraan kerjasama antar 

daerah 
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Adapun Program serta Indikator Program Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut: 

Program: 

1. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja 

2. Program penempatan tenaga kerja 

3. Program hubungan industrial 

4. Program pembangunan kawasan transmigrasi 

5. Program penunjang urusan pemerintah daerah 

kota/kabupaten 

Indikator Program: 

1. Prosentase tenaga kerja yang kompeten 

2. Prosentase  pencari kerja yang ditempatkan 

3. Jumlah perluasan kesempatan kerja 

4. Prosentase kenaikan besaran UMK per tahun 

5. Prosentase peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 

6. Prosentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian 

bersama 

7. Prosentase peningkatan taraf hidup transmigran 

8. Nilai indeks kepuasan masyarakat 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

Rencana Strategis Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah 

mencerminkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok 

sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan kepada pendekatan 

kinerja yang berpedoman  pada program dan indikator kinerja dari 

RPJMD Perubahan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta program 

prioritas yang menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan 

tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang 

disesuaikan dengan kondisi daerah.   

Adapun Matrik Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang memuat 

daftar rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran 

dan pendanaan indikatif terdapat pada Tabel 6.2. 
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Tabel 6.2. 

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Garut 

TUJUAN SASARAN 

INDIK

ATOR 
SASAR

AN 

K

O
D

E 

PROGR
AM 

DAN 
KEGIA

TAN 

INDIKAT
OR 

KINERJA 
PROGRA

M 
(OUTCO

ME) DAN 
KEGIATA

N 

(OUTPUT) 

DATA 
CAPAIA
N PADA 

TAHUN 
AWAL 

PERENC
ANAAN 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

2021 2022 2023 2024 

Kondisi 
Kinerja 

pada akhir 
periode 

Renstra 
Perangkat 

Daerah 

Targ

et Rp.  

Targ

et Rp.  

Targ

et Rp.  

Targ

et Rp.  

Targ

et Rp.  

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Mening

katkan  
Kualitas 

Tenaga 
Kerja, 
Produkt

ivitas 
dan 

kesemp

1. 

Meningk
atnya 

tenaga 
kerja 
terdaftar, 

berkualit
as dan 

ditempat
kan 

1. 

Prosen
tase 

tenaga 
kerja 
yang 

kompe
ten 

  
  

  
  

PROGR

AM 
PELATI

HAN 
KERJA 
DAN 

PRODU
KTIVIT

AS 
TENAG

  

I. 
Prosenta

se 
Tenaga 

Kerja 
yang 
Kompete

n 

  
42.86% 

  
44% 

     
2,833
,236,

200  

46% 

     
4,362
,200,

000  

48% 

     
5,384
,710,

000  

50% 

     
5,369
,225,

000  

50% 

     
17,

94
9,3

71,
20

0  

V
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atan 
kerja 

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

A 
KERJA 

  

Penguk

uran 
Kompet

ensi 
dan 
Produkt

ivitas 
Tenaga 

Kerja 

- Jumlah 

tenaga 
kerja 

yang 
produktiv                                              

- Jumlah 
peserta 
UJK 

  160 

           

750,0
00,00

0  

166 

           

456,5
00,00

0  

199 

           

547,8
00,00

0  

239 

           

657,3
60,00

0  

  

           
2,5

79,
600

,00
0  

  

Proses 
Pelaksa
naan 

Pendidi
kan dan 

Pelatiha
n 

Keteram
pilan 
bagi 

Pencari 
Kerja 

Berdasa
rkan 

Klaster 
Kompet
ensi 

- Jumlah 

Peserta 
Pemagang

an 

  48 
                           

-  
64 

           

400,0
00,00

0  

77 

           

968,6
40,00

0  

92 

           

442,3
68,00

0  

  

           
1,8

13,
463

,00
0  
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Proses 
Pelaksa

naan 
Pendidi
kan dan 

Pelatiha
n 

Keteram
pilan 

bagi 
Pencari 
Kerja 

Berdasa
rkan 

Klaster 
Kompet

ensi 

- Jumlah 
Pencari 

Kerja 
yang 

terampil 
(UPT-
BLK) 

  275 

         
1,893,
240,0

00  

300 

        
2,000,
000,0

00  

360 

        
2,200,
000,0

00  

432 

        
2,420,
000,0

00  

  

           

8,8
94,
275

,00
0  

  

Pembin
aan 

Lembag
a 

Pelatiha
n Kerja 

Swasta 

- Jumlah 
Pembinaa

n LPK  

  50 

           
150,0
00,00

0  

19 
LPK 

Pelat

ihan, 
50 

LPK 
Pem

bina
an 

        
1,385,
700,0

00  

21 
LPK 

Pelat

ihan, 
50 

LPK 
Pem

bina
an 

        
1,524,
270,0

00  

23 
LPK 

Pelat

ihan, 
50 

LPK 
Pem

bina
an 

        
1,676,
697,0

00  

  

           
4,7
84,

554
,60

0  
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Penyedi
aan 

Sumber 
Daya 
Perizina

n 
Lembag

a 
Pelatiha

n Kerja 
secara 
Terinteg

rasi 

- Jumlah 

peserta  
Bintek 

Akrediatsi 
LPK  

  20 
             

39,99

6,200  

20 

           
120,0

00,00
0  

24 

           
144,0

00,00
0  

29 

           
172,8

00,00
0  

  

             

508
,29

4,6
00  

2. 
Prosen

tase 
pencar

i kerja 
yang 
ditemp

atkan 
  

  
  

  

  

PROGR
AM 

PENEM
PATAN 

TENAG
A 
KERJA 

      

     

6,912
,799,

800  

  

   

15,00
4,700

,000  

  

   

16,50
5,170

,000  

  

   

18,15
5,687

,000  

  

      
57,

960
,03

4,8
00  

    

II. 

Prosenta
se  

pencari 
kerja 
yang 

ditempat
kan 

15.93% 
10.2

0% 

        

284,9
99,80

0  

10.4
0% 

     

1,000
,000,
000  

10.6
0% 

     

1,100
,000,
000  

10.8
0% 

     

1,210
,000,
000  

10.8
0% 

       
3,5

94,
99
9,8

00  
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Pelayan
an dan 

Penyedi
aan 
Informa

si Pasar 
Kerja 

Online 

- Jumlah 

tenaga 
kerja 

yang 
terdaftar  

  
      

21,5

00  

                           
-  

              
22,0

00  

           
750,0
00,00

0  

             
22,5

00  

           
825,0
00,00

0  

              
23,0

00  

           
907,5
00,00

0  

  

           

2,5
90,
480

,00
0  

  

 
- Jumlah 
Penempat

an 
Tenaga 
Kerja    

  
2,53

0 

           
199,9

99,80
0  

0 
                           

-  
0 

                           

-  
0 

                           

-  
  

             
199

,99
9,8
00  

  

Pemelih

araan 
dan 

Operasi
onal 
Aplikasi 

Informa
si Pasar 

Kerja 
Online 

- Jumlah 

Informasi 
Kerja 

yang 
tersedia  

  
5 

Kec 

             
85,00

0,000  

22,0
00 

           
250,0
00,00

0  

26,4
00 

           
275,0
00,00

0  

31,6
80 

           
302,5
00,00

0  

  

           

1,0
48,
352

,00
0  

3. 

Jumla
h 
perluas

an 
kesem

    

III. 

Jumlah 
perluasa
n 

kesempa
tan kerja 

1,071 
      

6,17

4  

     
6,627
,800,

000  

            
13,9

86  

   
14,00
4,700

,000  

           
13,9

86  

   
15,40
5,170

,000  

            
13,9

86  

   
16,94
5,687

,000  

51,9
44 

     

52,
98

3,3
57,
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patan 
kerja 

  
  

00
0  

  

Perluas
an 

Kesemp
atan 
Kerja 

- PKSPK     

         
6,517,

800,0
00  

  

       
13,69

1,200,
000  

  

       
15,06

0,320,
000  

  

       
16,56

6,352,
000  

  

         
52,
973

,51
8,0

00  

  

Pember
dayaan 
Pekerja 

Migran 
Indones

ia 
Purna 

Penemp
atan 

- TKM/ 

TTG 
  32 

           
110,0

00,00
0  

48 
oran

g 

           
313,5

00,00
0  

58 

           
344,8

50,00
0  

70 

           
379,3

35,00
0  

  

           

1,1
47,

685
,00

0  

Mening
katkan 

kesejaht
eraan 

pekerja, 
perlindu

ngan 
tenaga 
kerja 

serta 
menge

2. 
Meningk

atnya 
Kualitas 

Perlindu
ngan 

tenaga 
kerja dan 
Hubunga

n 

  
4. 

Prosen
tase 

Kenaik
an 

besara
n UMK 
per 

tahun 
  

  

PROGR
AM 

HUBUN
GAN 

INDUST
RIAL 

      

        

528,1
93,50

0  

  

     

2,132
,845,

680  

  

     

2,346
,130,

248  

  

     

2,580
,743,

273  

  

       
7,8

50,
72

2,3
81  

    

 IV. 
Prosenta

se 
Kenaika

n 

0% 
1.46

% 
                           
-  

1.96
% 

        

870,8
32,50

0  

2.46
% 

        

957,9
15,75

0  

2.96
% 

     

1,053
,707,

325  

2.96
% 

2,8
82,

45
5,5

75         
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mbangk
an 

sistem 
hubung
a 

industri
al 

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  

Industria
l 

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

besaran 
UMK per 

tahun 

  

Penyele

nggaraa
n 

Pendata
an dan 
Informa

si 
Sarana 

Hubung
an 

Industri
al dan 
Jamina

n Sosial 
Tenaga 

Kerja 
serta 

Pengup
ahan 

- Jumlah 
Kesepaka

tan UMK     

  1 SK 
                           

-  
1 SK 

           

870,8
32,50

0  

1 SK 

           

957,9
15,75

0  

1 SK 

        

1,053,
707,3

25  

  

           
2,9

47,
263

,77
5  

5. 
Prosen

tase 
Pening

katan 
kepese
rtaan 

    

V. 
Prosenta

se 
Peningka

tan 
kepesert
aan 

12.22% 
13.9

0% 

        
238,1
93,80

0  

15.5
6% 

        
262,0
13,18

0  

16.2
3% 

        
288,2
14,49

8  

16.7
2% 

        
317,0
35,94

8  

16.7
2% 

       
1,1

05,
45

7,4
26  
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BPJS 
Ketena

gakerja
an 
  

BPJS 
Ketenaga

kerjaan 

    

- Jumlah 
kepeserta
an BPJS 

Ketenaga
kerjaan                          

- Jumlah 
Perusaha

an yang 
dibina 

  
          

800  

           
238,1
93,80

0  

150 
prsh

n, 
850 

oran

g 
dan 

1 SK 

           
262,0
13,18

0  

180 
prsh

n, 
1020 
oran

g 
dan 

1 SK 

           
288,2
14,49

8  

216 
prsh

n, 

1.22
4 

oran
g 

dan 
1 SK 

           
317,0
35,94

8  

  

           

1,1
43,
084

,42
6  

6. 
Prosen

tase 
Kasus 

yang 
diseles
aikan 

dengan 
PB 

  
  

  
  
  

    

VI. 
Prosenta

se Kasus 
yang 

diselesai
kan 
dengan 

PB 

100% 
100

% 

        
289,9

99,70
0  

100

% 

     
1,000

,000,
000  

100

% 

     
1,100

,000,
000  

100

% 

     
1,210

,000,
000  

100

% 

       

3,5
99,

99
9,7
00  

  

Penyele
saian 

Perselisi
han 

Hubung
an 
Industri

al, 
Mogok 

- Jumlah 
Kasus 

penyelesa
ian HI 

  

29 

Kasu
s 

             

55,00
0,000  

28 
peru

saha
an 

           
250,0

00,00
0  

27 

Kasu
s 

           
275,0

00,00
0  

26 

Kasu
s 

           
302,5

00,00
0  

  

             
916

,70
6,4
80  
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Kerja, 
dan 

Penutu
pan 
Perusah

aan 
yang 

Berakib
at/Berd

ampak 
pada 
Kepenti

ngan di 
1 (Satu) 

Daerah 
Kabupa

ten/Kot
a 

  

Penyele
nggaraa

n 
Verifika

si dan 
Rekapit

ulasi 
Keangg
otaan 

pada 
Organis

-  Jumlah 

Perusaha
an yang 

mengikuti 
sosialisasi 

  
130 

prsh

n 

             
80,00

0,000  

320 
prsh

n 

           

250,0
00,00

0  

384 
prsh

n 

           

275,0
00,00

0  

461 
prsh

n 

           

302,5
00,00

0  

  

             
925

,48
2,0

00  
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asi 
Pengus

aha, 
Federas
i dan 

Konfede
rasi 

Serikat 
Pekerja

/ 
Serikat 
Buruh 

serta 
Non 

Afiliasi 

  

Penyele
nggaraa

n 
Pendata
an dan 

Informa
si 

Sarana 
Hubung

an 
Industri
al dan 

Jamina
n Sosial 

- Jumlah 
perusaha

an yang 
dibina, 

  
140 

prsh

n 

                           

-  

                      

-  
 -  

                     

-  

                           

-  

                      

-  

                           

-  
  

               
60,

236
,20

0  

V
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Tenaga 
Kerja 

serta 
Pengup
ahan 

  

Pendaft

aran 
Perjanji

an 
Kerjasa

ma bagi 
Perusah
aan 

- Jumlah 

perusaha
an yang 

mengikuti 
sosialisasi 

peraturan 
ketenaga
kerjaan 

  

380 

prsh
n 

             

99,99
9,800  

120 

prsh
n 

           

200,0
00,00

0  

144 

prsh
n 

           

220,0
00,00

0  

173 

prsh
n 

           

242,0
00,00

0  

  

             
775

,80
2,4

00  

  

Pelaksa

naan 
Operasi

onal 
Lembag
a 

Kerjasa
ma 

Tripartit 
Daerah 

Kabupa
ten/Kot
a 

- Jumlah 
buruh 

yang 
mengikuti 

mayday 

  
1100
0 org 

             

54,99
9,900  

2.53
0 org 

           

300,0
00,00

0  

3.03
6 org 

           

330,0
00,00

0  

3.64
3 org 

           

363,0
00,00

0  

  

           
1,0

82,
147

,10
0  

V
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Mening
katkan 

Kesejah
teraan 
Transmi

gran. 
  

  

3. 
Terwujud

nya 
kesejahte
raan 

Transmig
ran 

  
  

7. 
Prosen

tase 
pening
katan 

taraf 
hidup 

transm
igran 

  
  

  

PROGR
AM 

PEMBA
NGUNA
N 

KAWAS
AN 

TRANS
MIGRA

SI 

VII. 

Prosenta
se   
peningka

tan taraf 
hidup 

transmig
ran 

40% 40% 

          

37,99
9,900 

60% 

        
280,0

00,00
0  

70% 

        
308,0

00,00
0  

80% 

        
338,8

00,00
0  

80% 

        
999

,79
9,9

00  

  

Koordin
asi dan 
Sinkron

isasi 
Kerjasa

ma 
Pemban

gunan 
Transmi
grasi 

yang 
berasal 

dari 1 
(Satu) 

Daerah 
Kabupa
ten/ 

Kota 

- Jumlah 
monitorin
g dan 

evaluasi   

  
1 

Loka

si 

             
-  

1 
Loka

si 

           
130,0
00,00

0  

1 
Loka

si 

           
143,0
00,00

0  

1 
Loka

si 

           
157,3
00,00

0  

  

             

503
,03

3,3
00  
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Pemind
ahan 

dan 
Penemp
atan 

Transmi
gran 

yang 
berasal 

dari 1 
(Satu) 
Daerah 

Kabupa
ten/ 

Kota 

- Jumlah 
transmigr

an yang 
diberangk

atkan  

  5 KK 

             

37,99
9,900  

5 KK 

           

150,0
00,00

0  

6 KK 

           

165,0
00,00

0  

7 KK 

           

181,5
00,00

0  

  

             
569

,06
4,9

00  

Mening
katkan 

Kualitas 
Kinerja 
dengan 

Mengop
timalka

n 
Pelayan

an 
  
  

  

4. 
Meningk

atnya 
IKM dan 
Pelayana

n Publik 
  

  
  

  
  
  

  

8. Nilai 
Indeks 

Kepuas
an 
Masyar

akat 
  

  
  

  
  
  

  

  

PROGR
AM 

PENUN
JANG 
URUSA

N 
PEMER

INTAH 
DAERA

H 
KABUP
ATEN/

KOTA 

VIII. Nilai 

Indeks 
Kepuasa
n 

Masyarak
at 

82.8 83 

     
8,276
,764,

694  

84 

   
15,31
2,128

,074  

85 

   
10,29
8,340

,881  

86 

   
11,32
8,174

,969  

86 

      

50,
323
,50

5,1
92  
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Penyed
iaan 

Jasa 
Penunj
ang 

Urusan 
Pemeri

ntah 
Daerah 

      

        
124,2

49,90
5  

  

        
240,0

00,00
0  

  

        
264,0

00,00
0  

  

        
290,4

00,00
0  

  

        

1,0
38,

495
,90

5  

  

Penyedi

aan 
jasa 
komuni

kasi 
sumber 

daya air 
dan 

listrik 

Jumlah 

jasa 
komunika
si sumber 

daya air 
dan 

listrik 
yang 

terbayar 

  

12 

Bula
n 

             

79,99
9,905  

12 

Bula
n 

           

160,0
00,00

0  

12 

Bula
n 

           

176,0
00,00

0  

12 

Bula
n 

           

193,6
00,00

0  

  

             
688

,84
5,9

05  

  

Penyedi

aan 
Jasa 

Pelayan
aan 

Umum 
Kantor 

Jumlah 
pembayar

an Jasa 
Kebersiha

n Kantor 

  

12 

Bula
n 

             

44,25
0,000  

12 

Bula
n 

             

80,00
0,000  

12 

Bula
n 

             

88,00
0,000  

12 

Bula
n 

             

96,80
0,000  

  

             
349

,65
0,0

00  

  

Admini

strasi 
Barang 

      

        
148,3

87,90
9  

  

        
220,0

00,00
0  

  

        
242,0

00,00
0  

  

        
266,2

00,00
0  

  

           
996

,58

V
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    Milik 
Daerah 

7,9
09  

  

Pengam
anan 

Barang 
Milik 
Daerah 

SKPD 

Jumlah 
pembayar

an Jasa 
Keamana

n 

  

12 

Bula
n 

           

148,3
87,90

9  

12 

Bula
n 

           

220,0
00,00

0  

12 

Bula
n 

           

242,0
00,00

0  

12 

Bula
n 

           

266,2
00,00

0  

  

             
996

,58
7,9

09  

  

Admini
strasi 

Umum 
Perang

kat 
Daerah 

      

        

286,6
87,81

6  

  

     

1,324
,000,

000  

  

     

1,456
,400,

000  

  

     

1,602
,040,

000  

  

        
5,0

13,
666

,64
6  

  

Penyedi
aan 

Peralata
n dan 

Perleng
kapan 
Kantor 

Jumlah 
alat tulis 

kantor, 
Peralatan 

dan 
Perlengka
pan 

  
12 

Bula

n 

           
104,4
15,01

6  

1 
pake

t 

           
750,0
00,00

0  

12 
Bula

n 

           
825,0
00,00

0  

12 
Bula

n 

           
907,5
00,00

0  

  

           

2,7
12,
815

,01
6  

  

Penyedi

aan 
Barang 

Cetakan 
dan 

Pengga
ndaan 

Jumlah 
barang 

cetak dan 
penggand

aan 

  

12 

Bula
n 

             

38,56
3,500  

12 

Bula
n 

             

70,00
0,000  

12 

Bula
n 

             

77,00
0,000  

12 

Bula
n 

             

84,70
0,000  

  

             
308

,73
8,0

00  

V
I - 1
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Penyedi
aan 

Kompon
en 
Instalas

i 
Listrik/

Peneran
gan 

Bangun
an 
Kantor 

Jumlah 

kompone
n  

instalasi 
listrik / 

penerang
an 
bangunan 

kantor 

  
12 

Bula

n 

             
11,00

0,000  

12 
Bula

n 

             
24,00

0,000  

12 
Bula

n 

             
26,40

0,000  

12 
Bula

n 

             
29,04

0,000  

  

             

100
,44

0,0
00  

  

Penyedi

aan 
Peralata

n 
Rumah 

Tangga 

Jumlah  
Alat 

Rumah 
Tangga 

  
12 

Bula

n 

             
10,00

0,000  

1 
pake

t 

             
40,00

0,000  

12 
Bula

n 

             
44,00

0,000  

12 
Bula

n 

             
48,40

0,000  

  

             
160
,40

0,0
00  

  

Penyedi

aan 
Bahan 

Bacaan 
dan 

Peratur
an 
Perund

ang-
Undang

an 

Jumlah 

bahan 
bacaan 
dan 

peraturan 
perundan

g- 
undangan 

  

12 

Bula
n 

             

15,98
0,300  

12 

Bula
n 

             

40,00
0,000  

12 

Bula
n 

             

44,00
0,000  

12 

Bula
n 

             

48,40
0,000  

  

             
164

,38
0,3
00  

V
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Fasilita
si 

Kunjun
gan 

Tamu 

Jumla 
makanan 

dan 
minuman 
yang 

tersedia 

  

12 

Bula
n 

             

27,50
0,000  

12 

Bula
n 

           

100,0
00,00

0  

12 

Bula
n 

           

110,0
00,00

0  

12 

Bula
n 

           

121,0
00,00

0  

  

             
376

,02
0,0

00  

  

Penyele
nggaraa

n Rapat 
Koordin

asi dan 
Konsult
asi 

SKPD 

Jumlah 

koordinas
i dan 

konsultas
i keluar 
daerah 

  
12 

Bula

n 

             
79,22

9,000  

12 
Bula

n 

           
300,0

00,00
0  

12 
Bula

n 

           
330,0

00,00
0  

12 
Bula

n 

           
363,0

00,00
0  

  

           

1,1
51,

719
,33

0  

  

Penyedi
aan 

Jasa 
Pemelih
araan, 

Biaya 
Pemelih

araan 
dan 

Pajak 
Kendar
aan 

Peroran
gan 

Dinas 

Jumlah 

pajak 
yang 
terbayar 

  

12 

Bula
n 

                           
-  

0 
                           

-  
0 

                           
-  

0 
                           

-  
  

               
14,

154
,00

0  

V
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atau 
Kendar

aan 
Dinas 
Jabatan 

  

Koordin

asi dan 
Sinkron

isasi 
Perenca

naan 
Perangk
at 

Daerah 

Jumlah 

Perjalana
n  Dinas 

dalam 
daerah 

  0 
                           

-  
0 

                           
-  

0 
                           

-  
0 

                           
-  

  

                 

3,0
00,

000  

  

Pembua
tan 

DED 
Gedung 
Kantor 

(Review 
DED) 

Jumlah 
DED yang 
dibuat 

  0 
                           

-  
0 

                           
-  

0 
                           

-  
0 

                           
-  

  
                             

-  

  

Pengad

aan 
Barang 

Milik 
Daerah 
Penunj

ang 
Urusan 

      

        

363,1
42,00

0  

  

     

1,650
,000,
000  

  

     

1,815
,000,
000  

  

     

1,996
,500,
000  

  

        
5,9

01,
742
,00

0  

V
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Pemeri
ntah 

Daerah 

  

Pengad
aan 

Mebeleu
r 

Jumlah 

Pengadaa
n 

Meubelua
ir 

  
1 

Pake

t 

                           

-  

1 
Pake

t 

           
500,0

00,00
0  

1 
Pake

t 

           
550,0

00,00
0  

1 
Pake

t 

           
605,0

00,00
0  

  

           

1,7
32,

100
,00

0  

  

Pengad

aan 
Kendar

aan 
Peroran
gan 

Dinas 
atau 

Kendar
aan 

Dinas 
Jabatan 

Jumlah  
Mobil 

Dinas/ 
operasion

al 

  
1 

Unit 

           
363,1

42,00
0  

2 

Unit 

        
1,150,

000,0
00  

3 

Unit 

        
1,265,

000,0
00  

4Uni

t 

        
1,391,

500,0
00  

  

           
4,1
69,

642
,00

0  

  

Pemeli
haraan 

Barang 
Milik 

Daerah 
Penunj

ang 

      

     
2,330
,400,

000  

  

     
6,305
,000,

000  

  

        
390,5
00,00

0  

  

        
429,5
50,00

0  

  

        

9,5
37,
450

,00
0  

V
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Urusan 
Pemeri

ntahan 
Daerah 

  

Pemelih

araan/ 
Rehabili

tasi  
Gedung 
Kantor 

dan 
Bangun

an 
Lainnya 

Jumlah  

Gedung 
Kantor 
yang 

represent
atif 

  
              

-  

         
2,255,
950,0

00  

 1 
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0  
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0  

  

Pemelih
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Pembang
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Jumlah 
Pemelihar
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Rutin/ 
Berkala 
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Kantor 
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Pake

t 
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0  
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aan 
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Pemelih
araan, 
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Pemelih
araan 

dan 
Pajak 

Kendar
aan 
Peroran

gan 
Dinas 

atau 
Kendar

aan 
Dinas 
Jabatan 

Jumlah 

pajak 
yang 
terbayar 

dan 
Pemelihar

aan 
rutin/ber

kala 
mobil 
dinas 
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Bula
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Pemelih
araan/ 

Rehabili
tasi 
Sarana 

dan 
Prasara

na 
Penduk

ung 
Gedung 
Kantor/ 

Bangun
an 

Lainnya 

Jumlah 

perbaikan 
Peralatan 

dan 
Perlengka

pan 
Kantor 

  

1 

Tahu
n 

                           
-  

12 

Bula
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25,00
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Tahu
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Tahu
n 
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750
,00
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Dinas 

Beserta 
Atribut 

Kelengk

Jumlah 
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Poto
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0,0
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000
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Berdasa
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Jumlah 
pelaksana
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Building 

  
1 

Kali 
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Kali 
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1 
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Jumlah 
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dengan 
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82,50
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74  

12 
Bln 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Garut Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, telah ditetapkan  

Indikator  Kinerja  Pembangunan  Daerah sebagai tolok ukur 

pencapaian pembangunan  Kabupaten Garut  dengan  memperhatikan  

kontribusi  dari  Pemerintah Pusat dan  Pemerintah  Provinsi,  serta  

pemangku kepentingan  di  Kabupaten Garut.  Indikator  kinerja  

tersebut  merupakan  implementasi dari target pencapaian Misi 

Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2019-2024. 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Garut dalam mendukung pelaksanaan misi 

Pemerintah Kabupaten Garut yaitu: 

Visi  : Garut Yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera 

Misi  1 : Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang 

Agamis, Sehat, Cerdas dan Berbudaya 
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BAB VIII 

PENUTUP 

Rencana Strategis Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 merupakan 

penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2019-2024 yang 

mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Garut Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. 

 Rencana Strategis Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 berfungsi sebagai 

pedoman bagi semua aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

untuk menentukan prioritas-prioritas pembangunan di bidang Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi, sehingga tujuan program dan sasaran 

kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2019- 2024 dapat 

tercapai. 

 Selain itu Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Garut tersebut akan menjadi tolok ukur 

penilaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Garut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk itu, dalam 

rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis 

Perubahan ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen  

dari seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

VIII - 1 



 

  

 

 
 

Renstra Perubahan Disnakertrans Kabupaten Garut Tahun 2019-2024  

 

Kabupaten Garut guna mendorong pencapaian visi dan misi 

pemerintah daerah.   

Demikian Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Garut tahun 2019-2024 untuk selanjutnya 

agar menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan 

(Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut. 
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